BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUUJI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
39 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012
tenatang Retribusi Jasa Umum;

bahwa penghitungan tarif retribusi didasarkan pada
biaya operasional pengendalian dan pengawasan
menara telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mesuji.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi
Lampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
tentang  Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan PemerintaH Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara
Bersama Telekomunikasi;
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Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan
Informatika dan Kepala Bidang Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor
07/PRT/M/2009, Nomor 19/ PER/ M.KOMINFO /
03/2009, Nomor 3/P/2009/ tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan urusan Pemerintah Sub
Bidang Pos dan Komunikasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor O01
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Lampung;

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Mesuji.

Bupati adalah Bupati Mesuji.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.

abhwh =

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mesuji.

No

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.

8. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan atau
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selanjutnya disebut
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk Pemungutanan atau pemotongan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selanjutnya
disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan dan/atau menikmati pelayanan Pengendalian Menara
Telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang
memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan
bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Pengelola Menara adalah badan wusaha yang mengelola dan/atau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang
dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan
sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional
menara yang terbentuk dari simpul baja.

Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius dua ratus meter
(200 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara
eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan Apabila dalam zona dimaksud
tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat
perencanaan pembangunan.

Zona Cell Plan baru adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200
meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang
berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara
bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan
pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak
dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat
perencanaan pembangunan.

Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi
geografis dan kepadatan telekomunikasi di Kabupaten Mesuji.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Cell Planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area
untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan
mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang
memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan
kapasitas trafik layanan selular.

Cell Plan adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai
daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi
dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona
pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di
dalam peraturan ini.
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Izin Mendirikan Bangunan Menara, selanjutnya disebut IMB Menara
adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun
baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan
administrasi dan  persyaratan teknis yang berlaku, dengan
memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban
menara.

Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan
yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Base Transceiver Station, selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat
radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan
antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas
penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity),
dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah
menara telekomunikasi.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, selanjutnya disingkat KKOP
adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan
ketentuan KKOP.

BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara
temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu
yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai
solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau
memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi
yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang
dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base
Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan
transmisi utama (backbone transmission).

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mesuji.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan,
dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan
fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya
gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
berkaitan.

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kabupaten adalah izin yang diterbitkan oleh
Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan berupa dokumen
persetujuan atau bukti legalitas kepada perusahaan baik perseorangan
maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai
dengan rencana penataan ruang Kabupaten.

Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara telekomunikasi yang
dihitung dari permukaan tanah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
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Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas
dan wewenang khusus oleh Undang-Undang wuntuk melakukan
penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang di miliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kabupaten/Kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.



(1)

BAB II

DASAR PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional kegiatan
pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan komponen
pembiayaan, sebagai berikut:

a. Honorarium petugas lapangan;

b. Biaya transportasi;

c. Uang makan/minum petugas;

d. Alat Tulis kantor (ATK).

(2) Jumlah kegiatan kunjungan pengendalian dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun.

(3) Satuan biaya untuk masing-masing komponen pembiayaan disesuaikan
dengan standar harga Pemerintah Kabupaten Mesuji.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH MENARA, PERSONIL DAN KUNJUNGAN
Pasal 3

(1) Jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mesuji ditetapkan
sebanyak 55 (lima puluh lima) menara.

(2) Jumlah kunjungan per tahun ditetapkan sebanyak 110 kunjungan
dengan rincian 55 buah menara dilakukan 2 kali kunjungan setiap
tahun.

(3) Jumlah kunjungan per hari ditetapkan 3 (tiga) buah menara per hari.

(4) Jumlah hari kerja dalam per tahun ditetapkan sebanyak 37 (tiga puluh
tujuh) hari kerja.

BAB IV
PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI
DENGAN METODE TARIF TUNGGAL DAN TARIF VARIABEL
Pasal 4

(1) Tarif retribusi dengan metode tarif tunggal ditetapkan dengan
perhitungan sebagai berikut:

No | Komponen Biaya Satuan Jumlah Biaya Total

Hari Satuan

1 | Transportasi 1 tim/hari 37 1.200.000 | 44.400.000

2 | Uang Harian 3 org 37 300.000 33.300.000

3 | Barang habis | 1 1 6.000.000 | 6.000.000

pakai (ATK) tim /tahun

Total biaya Per Tahun 83.700.000

Biaya rata-rata per menara / tahun (55 menara) 1.521.818

Pembulatan 1.525.000
(2) Tarif retribusi dengan metode tarif variabel ditetapkan dengan

memperhitungkan variabel jarak tempuh dan variabel ketinggian menara:
Contoh 1:
Menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Tanjung Raya dengan
jenis menara pole, maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

RPMT = variabel jarak tempuh x variabel jenis menara x tarif
=0,9x0,9 x Rp. 1.525.000

= Rp. 1.235.250,-
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Contoh 2:
Menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Rawajitu Utara dengan
jenis menara 4 kaki, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
RPMT = variabel jarak tempuh x variabel jenis menara x tarif
=1,1x1,1 xRp. 1.525.000
= Rp. 1.845.250,-

BAB VI
PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5
Hasil Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di manfaatkan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan
pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
Kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengawasan dan monitoring keberadaan menara telekomunikasi
yang ada di Kabupaten Mesuji.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6
Pembayaran atau penyetoran retribusi di lakukan dengan menggunakan
SKRD ke Kas Daerah.
Tempat pembayaran yang di tunjuk sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) adalah Kas Daerah Kabupaten Mesuji pada Bank Lampung
Cabang Pembantu Unit II Kabupaten Tulang Bawang dengan Nomor
Rekening 394.00.09.00001.5.

Pasal 7
Penagihan retribusi di dahului dengan surat tagihan, pelaksanaan
penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan
mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang
sejenis.
Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan
atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi harus melunasi retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi yang terhutang.
Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana di
maksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat berwenang
yang di tunjuk.
Bentuk surat penagihan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ditetapkan dan disediakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
berwenang.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 8
Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutanan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.



(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional
dibayarkan kepada;

a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutanan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan tanggung
jawab masing-masing;

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung
jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutanan dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan
mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Instansi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja
tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk meningkatkan.

a. Kinerja Instansi;

b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
c. Pendapatan Daerah; dan

d. Pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah
mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak
tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk
triwulan sebelumnya.

Pasal 10
Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen) dari rencana
penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam tahun
anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12
(1) Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mesuji
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mesuji.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 20 Mei 2019

Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 20 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA
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